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ABSTRAK 

Tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan 

menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh 

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama 

dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan masyarakat, bangsa 

dan Negara. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang 

diberi kewenangan khusus untuk memberantas dan mencegah tindak pidana 

narkotika.Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika maka BNN 

berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan 

uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah 

pelaksanaan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) 

Provinsi Sumatera Barat dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian 

Daerah Sumatera Barat dalam penydikan tindak pidana narkotika? 2. Apakah 

kendala dalam melakukan koordinasi penyidik Badan Narkotika Nasional 

(BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba 

Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika? 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat 

deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan koordinasi yang 

terjadi antara penyidik BNNP Sumbar dengan penyidik Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Sumbar yaitu berupa pengajuan assessment untuk rehabilitasi 

korban penyalahgunaan narkotika,yang diajukan oleh penyidik Polda Sumbar, dan 

saling memberitahu secara tertulis bahwa telah dimulainy apenyidikan. Dalam hal 

melakukan pencegahan narkotika BNNP Sumbar dengan Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Sumbar berkoordinasi dilapangan untuk melakukan razia di 

tempat-tempat tertentu seperti, di tempat karaoke dan tempat-tempat hiburan 

malam. Adapun kendala dalam melakukan koordinasi antara BNNP Sumbar 

dengan penyidik Direktorat Reseres Narkoba Polda Sumbar yaitu dalam meminta 

personil penyidik ke Polda Sumbar, karena harus berdasarkan persetujuan 

pimpinan Polda Sumbar sehingga personil penyidik yang diminta terkadang 

mengalami proses yang sulit, karena  banyaknya personil penyidik yang sedang 

bertugas, sehingga dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana narkotika 

BNNP Sumbar kurang maksimal. 


